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Prakata Penulis

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas limpahan rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya
sehingga buku yang berjudul Sentra Gakkumdu dalam
Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada: Mewujudkan
Demokrasi yang Berintegritas, Adil, dan Berkepastian
Hukum dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran
buku ini merupakan wujud kepedulian akademik
terhadap pentingnya penguatan sistem penegakan
hukum pemilu sebagai salah satu pilar utama dalam
menjaga kualitas demokrasi dan supremasi hukum di
Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen
konstitusional yang menjadi sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Melalui pemilu yang demokratis, rakyat
memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin
dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Namun demikian,

keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh
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terselenggaranya pemungutan suara secara berkala,
melainkan juga oleh kemampuan negara menjamin
bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai
dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  integritas,
transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang,
penyalahgunaan kewenangan, kampanye di luar
ketentuan, manipulasi suara, hingga pelanggaran
berbasis teknologi digital, menunjukkan bahwa
penegakan hukum pemilu menjadi aspek yang sangat
menentukan dalam menjaga legitimasi hasil pemilu
serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem
demokrasi.

Dalam konteks tersebut, Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki posisi yang
sangat strategis. Sebagai forum koordinasi antara
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik
Indonesia, Gakkumdu menjadi garda terdepan dalam
menangani tindak pidana pemilu secara terpadu,
profesional, objektif, dan berkeadilan. Kehadirannya
merupakan bentuk inovasi kelembagaan dalam sistem
penegakan  hukum  pemilu yang  bertujuan
menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi,
mempercepat proses penanganan perkara, serta

mewujudkan kepastian hukum dalam setiap tahapan
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pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, pemahaman
yang komprehensif mengenai sejarah pembentukan,
dasar  hukum, tugas, fungsi, kewenangan,
implementasi, hingga tantangan yang dihadapi
Gakkumdu  menjadi  sangat  penting  bagi
pengembangan sistem demokrasi Indonesia.

Buku ini disusun dengan pendekatan normatif,
konseptual, dan analitis melalui kajian terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan, literatur
ilmiah, doktrin hukum, serta berbagai referensi yang
relevan mengenai hukum pemilu dan kelembagaan
Gakkumdu. Pembahasan dalam buku tidak hanya
menguraikan aspek yuridis mengenai kedudukan dan
kewenangan Gakkumdu, tetapi juga mengkaji
implementasinya dalam praktik penegakan hukum
pemilu dan pilkada, berbagai hambatan yang
dihadapi, serta menawarkan gagasan penguatan
kelembagaan sebagai bagian dari reformasi sistem
penegakan hukum pemilu di Indonesia. Dengan
demikian, buku ini diharapkan mampu memberikan
perspektif yang utuh, tidak hanya dari sisi normatif,
tetapi juga dari aspek implementatif dan prospektif.

Secara rinci pada buku ini nanti pembaca
disuguhkan secara sistematis melalui enam bagian
(BAB) di antaranya: BAB 1: Esensi Demokrasi Dan
Tujuan Mulia Pemilu. BAB 2: Kedudukan Pemilu dan
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Pilkada dalam Sistem Demokrasi Indonesia. BAB 3 :
Sejarah, Dasar Hukum, dan Struktur Kewenangan
Sentra Gakkumdu. BAB 4: Implementasi Sentra
Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilu dan
Pilkada. BAB 5 : Tantangan, Hambatan, dan Prospek
Penguatan Gakkumdu. BAB 6 : Rekonstruksi Dan
Penguatan Sentra Gakkumdu Menuju Demokrasi
Berintegritas Dan Berkepastian Hukum

Harapannya, buku Monograf ini dapat menjadi
referensi yang bermanfaat bagi masyakat luas
termasuk para pengajar, praktisi, akademisi,
mahasiswa, peneliti, penyelenggara pemilu, aparat
penegak hukum, praktisi hukum, pembuat kebijakan,
maupun generasi muda secara luas yang memiliki
perhatian terhadap penguatan demokrasi dan
penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini
dapat ~ memberikan  kontribusi  nyata  bagi
pengembangan ilmu hukum tata negara, hukum
pemilu, dan praktik penegakan hukum di Indonesia,
serta menjadi salah satu ikhtiar akademik dalam
mendukung terwujudnya pemilu dan pilkada yang
demokratis, berintegritas, adil, dan berkepastian
hukum. Dengan sistem penegakan hukum yang
semakin kuat, diharapkan demokrasi Indonesia akan

semakin  matang, berkualitas, dan mampu
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mewujudkan cita-cita konstitusi untuk menghadirkan
pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat
serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan
bersama.

Agustus 2026

Penulis
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